
 

 

86 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi fraud 

pengadaan barang/jasa pada perguruan tinggi negeri di Yogyakarta berdasarkan 

persepsi dan perspektif auditor internal. Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah tekanan finansial, kualitas panitia pengadaan, kualitas penyedia, sistem dan 

prosedur pengadaan, dan lingkungan pengadaan barang dan jasa. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah fraud pengadaan barang/jasa. 

Penelitian ini menguji sampel sebanyak 32 responden auditor internal dari 

kelima perguruan tinggi negeri yang ada di Yogyakarta. Berdasarkan analisis data 

yang telah dilakukan maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tekanan finansial tidak berpengaruh terhadap fraud pengadaan 

barang/jasa. 

2. Kualitas panitia pengadaan tidak berpengaruh terhadap fraud pengadaan 

barang/jasa. 

3. Kualitas penyedia barang/jasa tidak berpengaruh terhadap fraud 

pengadaan barang/jasa. 

4. Sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa berpengaruh positif  terhadap 

fraud pengadaan barang/jasa. 

5. Lingkungan pengadaan berpengaruh positif terhadap fraud pengadaan 

barang/jasa 
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5.2.  Implikasi 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 

1.    Kontribusi Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mendorong arah riset 

selanjutnya untuk lebih spesifik meneliti hal-hal yang dapat 

memengaruhi fraud pengadaan barang/jasa. 

2.   Kontribusi Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

yang berguna bagi satuan pengawasan internal perguruan tinggi negeri, 

agar pembuat kebijakan terus melakukan perbaikan dan pengembangan 

dalam sistem pengadaan dan membangun lingkungan pengadaan yang 

sehat. Sehingga, tujuan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, dan 

transparan dapat dicapai. 

  

5.3. Keterbatasan  

 Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan auditor internal untuk mempersepsikan faktor-faktor yang 

menyebabkan timbulnya kecenderungan terjadinya fraud pada 

lingkungan perguruan tinggi negeri.  Pengalaman dan kasus yang 

dihadapi auditor tiap universitas tentu berbeda-beda sehingga persepsi 

yang diutarakan ada kemungkinan tidak berdasarkan pengalaman dalam 

melakukan audit pengadaan barang/jasa, dan belum tentu auditor pernah 

mendapatkan temuan-temuan ketika mengaudit pengadaan barang/jasa 
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pada lingkungan perguruan tinggi negeri, sehingga persepsi yang 

diutarakan ada kemungkinan kurang tepat. Namun, dalam penelitian ini 

sudah diberikan justifikasi mengapa digunakannya auditor internal untuk 

memberikan persepsinya. 

2. Pada penelitian ini, variabel independen yang diteliti berpengaruh 

terhadap variabel fraud pengadaan hanya sebesar 36,8%, ini 

menunjukkan masih banyaknya variabel-variabel lain diluar model yang 

dapat mempengaruhi fraud pengadaan barang/jasa pada lingkungan 

perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. 

3. Pada penelitian ini, kuesioner diisi oleh pihak satuan pengawasan internal 

universitas. Sedangkan, pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan 

barang/jasa dinilai lebih mampu untuk menggambarkan kondisi secara 

real bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa di perguruan tinggi 

negeri berlangsung. 

4. Pada penelitian ini, status perguruan tinggi negeri tidak dibedakan baik 

badan hukum maupun badan layanan umum. Sementara itu, status 

perguruan tinggi negeri dapat memengaruhi acuan ketentuan dan 

prosedur dalam proses pengadaan barang/jasa, dari 5 PTN yang menjadi 

objek penelitian, 4 diantaranya masih berstatus BLU dan 1 PTN berstatus 

BH. Perguruan tinggi negeri yang berstatus BLU, pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa tidak harus melalui proses lelang. Sebagaimana 
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dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74/ 2012, bahwa 

PTN BLU dapat mengatur sendiri proses pengadaan barang/jasa. 

5.4.  Saran 

 Untuk mengatasi keterbatasan dalam penelitian ini, maka penelitian 

selanjutnya diharapkan: 

1.  Memperluas objek penelitian tidak hanya pada perguruan tinggi negeri di  

yogyakarta, mengingat jumlah auditor internal pada satu atau dua 

perguruan tinggi negeri di Yogyakarta sangat sedikit bahkan hampir tidak 

ada, sehingga satuan pengawasan internal terkesan sebagai pajangan 

belaka karena hanya sebatas untuk memenuhi Peraturan Kementerian 

Riset Teknologi dan Pendidikan tinggi. 

2. Melibatkan bagian pengadaan tiap perguruan tinggi negeri sehingga dapat 

dibandingkan dan dilihat apakah terdapat perbedaan pandangan mengenai 

pengadaan barang/jasa yang berlangsung di lingkungan perguruan tinggi. 

3. Menentukan secara spesifik perguruan tinggi yang hendak dijadikan 

objek dalam penelitian selanjutnya, apakah perguruan tinggi negeri 

berstatus Badan Layanan Umum atau Badan Hukum, karena status 

perguruan tinggi negeri dapat memengaruhi acuan ketentuan dan 

prosedur dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 
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